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Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi Nasional
Hak Asasi Manusia (HAM)

Oleh: Slamet MartaWardaya

Pendahuluan

Hak asast manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia Il dan
pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945, Istilah
HAM menggantikan istilah Natural Rights, Hal ini karena konsep hukum
alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial.
Hak asasi manusia yang dipahami sebagai natural rights merupakan suatu
kebutuhan dari reafitas sosial yang bersifat universal. Dalam perkem-
bangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan
dengan keyakinan dan praktek-praktek sosial di lingkungan kehidupan
masyarakat luas,

Semuta HAM berada di negara-negara maju. Sesuai dengan per-
kembangan kemajuan transportasi dan komunikasi secara meluas, maka
negara berkembang seperti Indonesia, mau tidak mau sebagai anggota
PBB, harus menerimanya untuk melakukan ratifikasi instrumen HAM
internasional sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945, senta kebudayaan bangsa Indonesia,

Perkembangan HAM di Indonesia, sebenarnya dalam UUD 1945
telab tersurat, namun belum tercantum secara transparan. Setelah
dilakukan Amandamen | sid IV Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan
o FIAM fercandum pads Pasal 28 A s/ 28 | Sebenarnya padda
Vit s 1950 vars pemiah berlaku dang tabun 19421950, telah memuat
pacat-pasal tentamg HAM yang lebah banyak dan ienghap dibandinglan
LTS 1945, Nomun Konshiiuante yang terbentuk melahn peowbiban
g fahun 1955 dibubarkan berhsarkan Keppres Nomor 150 tabun
154, Langgal 5 fuh 1959 Secara otomatis hal ing mengakibotkan kata
kernibsahy Lo pada UL 1945,

Kesalan borbenal pubu wsituk melengiop ULE 1945 yvang berkaitan
Grvegon HAM. medalin MPRS dalam sdang-sulangrya awal orde bam
foet by e visom P e Pk bk Asas Manosa dan Hak-hak serta Kewagitian

3

Scanned with CamScanner



1 e ’-‘P"A’H”Illlﬂ"” &A
2AeA sep & Im;-M.y.qm. G D‘)hn )
H ! A Konsep ¢ |
AM - Hol ekal.

o telah menyampaikan Nota MPRS kepagy p,
ara. M n hak-hak asasi. Karena berbagaj epe i,

Jaksanad ey
ang pe Jkhimya tidak jadi (hberlakulfan. Dapat dilhgy };Ing)"
F 2 saat itu bersikap anti terhadap Piagam }"hwé
alah HAM sudah diatur dalam b Ty

Wwarga Neg
dan DPR tentang.
solitik pada saat itu,
: han orde baru pad

bahwa mas .
an beranggapan
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peraturan pe
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bangsa Indonesia terhadap Piagam HAM’I :mkl('(l MPR pada Slg:ﬁ
stimewanya tanggal 11 Nopember 1998 mensahkan Ketetapan _MPRN f
XVI/MPR/1998 yang menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tingging,.
dan seluruh Aparatur pemerintah, untuk menghormati, menegakkan, (L):

barluaskart pemahaman mengenai HAM kepada seluruh Masyary,

pemerinta

menye

Instrumen HAM Nasional
Pada masa pemerintahan orde baru, demokrasi belum berjalan dengsy
baik. Terlihat misalnya seperti kebebasan mengemukakan pendapat di my,

umum, kebebasan pers maupun kebebasan dalam organisasi dan sebagainy, |

Hanya kepentingan-kepentingan politik yang menonjol pada saa iy,
sehingga gerak-gerik masyarakat terbatas oleh kekuatan politik dy
meliterisme. Demi nama baik bangsa dan masyarakat di Indonesia sebag;
anggota PBB, maka untuk menghormati Piagam PBB dan Deklarasi Uni
versal HAM, serta untuk perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan
pemenuhan HAM sesuai dengan prinsip-prinsip kebudayaan bangsa Inde
nesia, Pancasila dan Negara berdasarkan atas hukum telah menetapkan:
a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvens

Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Waniv:

Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Hak-
hak Anak; 990 tentang Pengesahan

HAM.

Bertumpuknya permasalah
KKN, kasus Tanjung Priuk

1989, Trisakti tan

il anggal 12 Mei 1998’ .
:):*men;ﬂahan, dan lerjadinya keruguhg& veli
anggal 21 Mej 1998 ¢ .
berkuasa elah tej

an pada orde baru, baik masalah BLE

akpercayaan terh

ampai dengan
. Pdd('l masa Kabinet
eManggi | tanggal 13 Nop

anggal 19 Oktober 1999,

Reformasi pem

angun slah terjadi k
ember angunan, telah terj

e & 1998, Semanggi Il tanggal 22-24 Septer”
an 5(1)1(_'m|)@r 1999, Semeni ang bemt di UQUiCa, Dilli bulan /\P"l 1

Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasiond! |

anggal 12 September 1984, DOM Aceh Tahv"
adap |

|
. an tanggal 12-14 Mei 1998, pact {
adi pergantian pemerintahan yang selam™

asu
o9

3K pergant
Pergantian pemerintahan orde bard: ©
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Kabinet Era Reformasi sampai dengan Kabinet Gortong Royong, telah banyak
menetapkan peraturan perundangan yang berperspektif HAM dan ratifikasi
instrumen HAM internasional, yaitu:

a.

m.

Keppres Nomor 129 Tahun 1998 tanggal 15 Agustus 1998 tentang
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;

Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tanggai 16 September 1998
tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi
dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Peren-
canaan Program Ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan
Pemerintahan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tanggal 28 September 1998
tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan
atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau
Merendahkan;

Keppres Nomor 181 Tahun 1998 tanggal 9 Oktober 1998 tentang
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tanggal 26 Oktober 1998
tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tanggal 23 September 1999
tentang HAM;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tanggal 23 Nopember 2000
tentang Pengadilan HAM;

Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948, diratifikasi berdasarkan Keppres
No. 83 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan
Hak untuk Berorganisasi;

Konvensi ILO No. 105 Tahun 1957, diratifikasi berdasarkan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Penghapusan Kerja Paksa;
Konvensi ILO No. 111 Tahun 1958, diratifikasi berdasarkan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan
dan Jabatan;

Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973, diratifikasi berdasarkan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Untuk
Diperbaolehkan Bekerja;

Konvensi ILO No, 182 Tahun 1999, diratfikas berdasarkan Undang-
Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindaken Segera
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekenaan Terburuk Untuk Anak;
Konvensi ILO No. 88 1ahun 1948, diratifikasi berdasarkan Keppres
No. 306 tahun 2002 tentang Lembaga Pelayanan Penempuaitan Tenaga
Kerpa.
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lembaga Stu.(ll, an ma _Yd i HAM terhadap kehidupan masyaraky
mempromosikan dan melindung' HAM internasional
bangsa Indonesia, Dengan penerapan instrumen b7 nal dalam
hukum positif nasional, maka akan membatasi kekuasaan pemerintahy
datam kehidupan berbangsa dan bemegara. ; _

Konsep HAM yang sebelumnya cenderung bersifat theologis, filsaf,
ideologis, atau moralistik, dengan kemajuan berbangsa.c!an bernegara dalam
konsep modern akan cenderung ke sifat yuridis dan politik, karena instrumen
HAM dikembangkan sebagai bagian yang menyeluruh dan hukum internasiony!
baik tertulis maupun tidak tertulis. Bentuknya bisa dalam wujud deklaras,
konvensi, kovenan, resolusi maupun general comments. Instrumen-instrumen
tersebut akan membebankan kewajiban para negara-negara anggota P88,
sebagian mengikat secara yuridis dan sebagian lagi kewajiban secara monl
walaupun para negara angota belum melakukan ratifikasi secara formal.

Tetapi konsep HAM lersebut tidak secara universal, disesuaikan dengn
kebudayaan negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang:
Undang Dasar 1945. Hal ini mutlak perlu, sebab akan berkaitan dengn
falsafah, doktrin, dan wawasan bangsa Indonesia, baik secara individu!
maupun koleklif kehidupan masyarakat yang berasaskan kekeluargaan,
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Penutup

Dengan ditetapkan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) berdasarkan

Keppres Nomor 40 Tahun 2004 tanggal 11 Mei 2004, merupakan kelanjutan

RANHAM 1998-2003 yang dicanangkan Presiden B.). Habibie melalui

Keppres Nomor 129 Tahun 1998 tanggal 15 Agustus 1998 yang semula

memuat empat program utama, yaitu:

a. persiapan pengesahan perangkat internasional HAM;

b. diseminasi dan pendidikan HAM;

c. pelaksanaan HAM yang ditetapkan sebagai prioritas; dan

d. pelaksanaan isi atau ketentuan berbagai perangkat internasional HAM
yang telah disahkan Indonesia.

RANHAM secara nasional diketuai oleh.Menteri Luar Negeri dengan
anggota yang melibatkan 16 institusi setingkat Menteri, termasuk Ketua
Komnas HAM dan Ketua PMI. Adanya pergantian pemerintahan, sebagat
Panitia Nasional diketuai Menteri Negara Urusan HAM. Setelah melakukan
lokakarya untuk penyempurnaan RANHAM, karena adanya pergantian
pemerintahan, Kantor Menteri Negara Urusan HAM diintegrasikan ke dalam
Departemen Hukum dan Perundang-undangan yang kemudian berubah
menjadi Departemen Kehakiman dan HAM.

Berdasarkan perubahan di atas, maka Ketua Panitia Nasional yang
semula Menteri Luar Negeri dialihkan secara formal ke Menteri Kehakiman
dan HAM dengan Sekretariat Direktur Jenderal Perlindungan HAM.,
Kemudian direkomendasikan pembentukan Panitia Daerah untuk membantu
pelaksanaan RANHAM. Dalam pelaksanaan RANHAM telah meratifikasi
Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Konvensi
Anti Penyiksaan, dan penerjemahan perangkat HAM intemnasional yang
akan diratifikasi, penyebarluasan dan sosialisasi perangkat HAM internasional
yang telah diratifikasi, kajian peraturan perundang-undangan nasional yang
terkait dengan perangkat HAM internasional, dekade pendidikan HAM,
pelaksanaan pendidikan HAM di universitas dan institusi lainnya, pelak-
sanaan pendidikan HAM lewat jalur sekolah, penerjemahan bahan ajar HAM,
pelaksanaan pendidikan HAM jalur luar sekolah, dan sebagainya. Dan
beberapa kegiatan yang belum dicapai dengan baik, akan dilaksanakan
pada RANHAM 2004-2009, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 40
Tahun 2004.

Panitia Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Presiden, periode tahun 2004-2009 bertugas melakukan
koordinasi pelaksanaan RANHAM Indonesia yang meng akup:
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d. diseminasi dan pendidikan HA ,M o
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a. pe \
b. persiapan ratifika

f. pemantau

2 terdiri dari unsur-unsur pemerintah dan lembaga py,

Keanggotaanny ,
asasi manusia nasional scbanyak 41 (empat puluh satu). Sekretaris merangky

anggota adalah Direktur Jenderal Perlindungnn. HP_\M. Rencana kegiatanny,
melakukan pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM g
daerah, persiapan ratifikasi instrumen internasional HAM, persiapa
harmonisasi peraturan perundang-undangan, desiminasi dan pendidikan
HAM, penerapan norma dan standar instrumen HAM, dan pemantauan,

evaluasi dan pelaporan.

Implikasi Pengaturan HAM

palam UUD Terhadap lus Constituendum

Oleh: Firdaus

Pendahuluan

Tulisan ini mengutarakan konsekuensi pengaturaan HAM dalam UUD
Negara terhadap perundang-undangan di bawahnya baik yang telah ada
maupun yang akan ada.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan undang-undang
tentang tindak pidana terorisme, sangat mengejutkan berbagai kalangan.
Bahkan Menteri Kehakiman menghawatirkan Indonesia tidak dapat menindak
pelaku terorisme.' Pada tataran penegak hukum terjadi silang pendapat
terhadlap konsekuensi dibatalkannya undang-undang pemberantasan tindak
pidana terorisme terhadap kasus yang sampai saat ini masih mengalami
proses penyiclikan yang menggunakan undang-undang tersebut. Pada tataran
massa, sekelompok orang melakukan unjuk rasa di Bali sebagai ungkapan
kekecewaan.

Pembatalan undang-undang oleh MK bukanlah untuk pertama kalinya.
Sebelumnya MK telah membatatkan atau mencabut beberapa pasal undang-
undang tentang pemilihan presiden yang menyangkut bekas anggota PKI.

Dasar pembatalan kedua undang-undang tersebut adalah sama yakni
bertentangan dengan UUD, terutama pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam persepektif penegakan HAM, putusan MK tersebul merupakan
suatu langkah yang positif, artinya MK telah menunjukan bagaimana
seharusnya mengoperasionalkan prinsip-prinsip HAM ke dalam peraturan
atau hukum negara. Tetapi pada sisi lain, i adalah bumerang bag
Pemerintah dan DPR yang telah membuat undang-undang tersebut. Mengapa
demikian? Karena akan ada kemungkinan berapa banyak lagi undang-
undang yang telah ada dan akan dibatatkan oleh MK, karena bertentangan
dengan UUD. Kondisi demikian khususnya dalam kontek tilisan i
bertentangan dengan prinsip HAM yang terkandung di dalam sejumiah pasal-
pasalnya.

1) Pemvataan Menkeh Ham sotelah Kakor Patkam, KOMPAS, Jule 2004
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dalam undang-undang dasar yang mereka rancang.? Walhasil dy; |
pertentangan tersebut dicapai kompromi untuk memasukan beberapa pringj |
HAM ke dalam UUD yang sedang mereka rancang. Wujud dari kompromi
tersebut adalah apa yang diatur pada beberapa pasal dalam UUD 1945,

Membaca risalah sidang BPUPKI tersebut kita dapat melihat, bahw
sebagian perancang UUD 1945, masih mengkaitkan HAM dengan indivi
dualisme dan liberalisme. Paham ini sangat ditentang oleh hampir semu
anggota BPUPKI. Mereka menolak semua paham yang beraroma liberl.
Hal ini dapat kita pahami, karena para perancang hukum dasar tersebut
merasakan getirnya hidup di masa kolonialis.

Penolakan Soepomo memasukkan norma-norma HAM ke dalam UUD
1945 bukan berarti ia anti HAM. Perubahan sikap Soepomo terhad
oo it o ey hlc ok Gased et
e dﬂaml an UUDS 1950 di mana Soepomo terlibat sed:-;
i rinsig foj;‘n:ansghnya. Dalam UUDS 1950, sekitar 36 pa;
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instrumen-instrumen HAM semakin berkembang dalam berbagai konvensi
dan kovenannya. Perlindungan HAM kemudian dijadikan salah satu norma
standar untuk berhubungan dengan negara luar khususnya negara-negara Barat.
Dengan kekuatan ekonomi yaang besar dan ketergantungan negara-negara
dunia ketiga yang non komunis kepada bantuan ekonomi Barat, menimbukan
dominasi negara Barat dan standar Barat dalam penilaian terhadap pelaksanaan
HAM dunia terutama negara dunia ketiga.

Isu HAM kemudian dijadikan isu internasional atau isu global.* Hal ini
tak jarang menimbulkan konflik antara negara Barat dengan negara-negara
dunia ketiga. Dengan mengetengahkan konsep keanekaragaman budaya,
negara-negara non Barat mencoba membendung dominasi standar Barat
dalam menilai perlindungan HAM di dunia.

Pemikiran itulah agaknya yang mendorong negara anggota OKI
mengadakan pertemuan di Kairo untuk membicarakan masalah HAM yang
cocok dengan nilai budaya Islam. Konferensi tersebut melahirkan Deklarasi
Kairo tahun 1990. Namun karena pengaruh negara-negara anggota OKI
sangat kecil dalam percaturan politik international membuat Deklarasi Kairo
hanya sebatas kesepakatan' moral belaka tanpa mampu mengimbangi
dominasi standar Barat dalam masalah HAM.

Dominasi standar Barat dalam penilaian terhadap HAM, semakin
menguat dengan runtuhnya negara-negara sosialis khususnya Uni Sovyet.
Keruntuhan ini membawa implikasi yang besar terhadap Indonesia pasca
rezim Soeharto. Selama berkuasa, rezim Soeharto dianggap refresif dalam
mempertahankan kekuasaannya. Hal ini menimbulkan berbagai pelanggaran
HAM sepanjang perjalanan orde baru dan selalu mendapat penilaian buruk
dari lembaga-lembaga HAM dunia.

Kuatnya pemerintahan Soeharto menyebabkan kecaman-kecaman
terhadap pelanggaran HAM di Indonesia tidak memberikan pengaruh yang
besar bagi pemerintah Soeharto. Akan tetapi, pada tahun 1993 pemerintahan
Soeharto mulai menunjukan perubahan sikapnya terhadap HAM, yaitu
dengan membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Kominas HAM).
Perubahan sikap pemerintah Soeharto agaknya dipengaruhi perubahan
konstalasi politik dunia yang mulai menunjukan titik akhir kehancuran
komunisme dan munculnya dominasi Barat. Faktor lainnya adalah isu
pelanggaran HAM di Irian Jaya dan Timor Timur pada saat itu semakin
menjadi isu internasional.

4 Alasalah ity suatu su nasional menjadi isu global dapat dilihat datam Gabio Bovad dan Chaies
Pentland (eds), lsues m Glokal Pofites. The Free Press, New York, 1981, him 5.6, bbat prls
Mohtar Mas 'oed dan Riza Noer Artani ies), Isyt-rivy Clobal Masa Rem, AL UGM, Yogyakana,
1992, him. 38
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korupsi, Pidana Mati dan Ham
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B e e R bt eptbons Oleh: Kamri A.

pendahuluan

Sejak reformasi bergulir pada tahun 1998 hingga sekarang {tahun 2004)
ndonesia betum begitu banyak mengalami perubahan yang berarti dalam
arti yang positif, terutama reformasi di bidang hukum, H"IUSL.!SHY.Y di bidang
hukum pidana. Lebih subsidair lagi pada masalah korupsi, pidana mati
dan hak asasi manusia (HAM).

Sejok pergantian kabinet yang dipimpin Presiden B.). Habibie ke Abdul
Rahman Wahid dan Megawati Sukamoputri dengan kabinet gotongroyongnya,
ketiga masalah itu, yakni korupsi, pidana mati dan HAM, telah menjadikan
optik yang disorot dengan tajam secara lerus menerus hingga sekarang, baik
oleh masyarakat internasional maupun domestik.

Untuk masyarakat domestik, yang menjadi sorotan tajam {terutama
menjelang Pemilihan Umum Presiden), adalah tentang korupsi dan pelang-
garan HAM. Dalam tulisan ini, penulis mencoba merangkai secara kualitatif
hubungan korupsi dengan HAM, korupsi dan pidana mati. prognosa sekitar
pidana mati, serta pidana mati dan HAM.

Plus Minus Perkembangan Korupsi Sejak Reformasi

Sorotan masyarakat internasional terhadap Indonesia dalam masalah korups
ini, wtamanya oleh International Transparancy (T) yang mendudukkan In-
donesia sebagai negara terkorup di dunia, serta Jembaga-lembaga swadaya
masyarakat lainnya (NGO) seperti Political and Economic Risk Consultancy

(PERC). Menurut hasil sunvai yans diuvmumhan oleh PERC per 10 Maret
shagat NERard paling kot i As
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kita tidak pemah mendengar pe?rbt}alnn koru'psi ma5§a| dan' p_e"V“‘UnduN;
massal. Kalaupun ada, mungkin tidak sékelfbe_( sekarang ini.

Akhir-akhir ini, masyarakal Indonesq (.Jnlfe]utkan dan dihebohka,
perita-erita (i mass media bahwa Bupau_m'x dan anggota DPRD i, .
melakukan korupsi. Sehingga muncullah istilah “korupFi massal”.
massal justru dilakukan oleh orang-orang yang menamakan diri sebgy
wakil rakyat, seperti yang terja

4

2

di di DRRD Padang. Berikut wakil.wyg
rakyat yang ingin menyaingi DPRD Padang adalah dugaan korupsi pag
anggota-anggota DPRD Jawa Tengah (Suara Merdeka, 14 Juni 2004). Dy,
beberapa waktu lalu, issue yang sama juga bergema di DPRD Jawa Timy,
DPRD DIY yang terkenal dengan kasus ‘asuransigate’ yang terungkap pad
bulan Mei 2003, serta beberapa daerah lainnya di seluruh Indonesia
Pendek kata, virus korupsi mengalir seolah-olah ada sebuah tower yang
mengirim dan melancarkan sebuah sinyal-sinyal korupsi dari satu tempx
ke tempat lain, sehingga motif dan gerakannya sama. Atas dasar fenomen
ini sepertinya kita tidak perlu menunggu hasil survai dari IT ataupun PERC
untuk menilai tingkat korupsi di Indonesia berada pada level mana.

Bahan analisis yang lain adalah, pada bula Mei 2004 yang lal, s
kampanye dialog Capres dan Cawapres yang diselenggarakan SCTV yan2
dipandu oleh Rosiana Silalahi, dan dihadiri oleh sejumlah Tim Sukses
masing-masing Capres. Pada kesempatan itu Sophan Sophian (55 dan Tim
Sukses Amin-Siswono menyampaikan sebuah kritik tajam yang berkaitan
dengan korupsi dengan menyatakan, bahwa “80 persen pejab.\tmirok-ﬂ
sekarang di negara ini adalah korup”. Suatu pernyataan yans
mengejutkan bagi seluruh pemirsa SCTV saat itu.
e L:tt:l m‘lk‘ﬁmh f.!km. atau hanyn. sebuah retorika politik i:::;m’
Amin Si;wa:: ‘ |1. U IRt 3 SR g Cop mefinglatians akah
besior ‘ o li(l.\l:,)‘lx' Q P(‘!'nllk'l Presiden 5 Juli 20042 Untuk nl‘nS“l'i‘
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oput terjual senilai Rp. 100 trilliun. Dan hasi -
_qurut Adi Sasono, temyata hanya lima mx:m;):egn :;T;ﬁ:{pok;: e
jika kita mencoba menganalisa kasus penjualan asset BCA gm.
dan hasil penjualan yang dilakukan oleh BPPN hanya .RpA 1 wrilliom,
anyaannya adalah mengapa paut harga dengan yang sehanusnya mf:;
pesar? Apakah orang-orang di BPPN dan para staf ahti di. Kementerian
BUMN mengenai besamya selisilv harga yang luar biasa dengan harga
yang seharusnya tidak dimengerti oleh mereka? Jika benar apa yang
dikemukakan oleh mantan menteri di era Habibse itu, bahwa harga v.xn§
pantas terhadap asset BCA adalah Rp. 100 tilliun, sedangkan penmlﬂ.xﬁ
yaRp 11 trilliun, maka terdapat selisih nilai sebesar Rp. 89 trifliun.
Karena terdapat suatu perhitungan harga yang sangat tidak signifikan,
yakni Rp 89 trilliun, maka hal itu patut dipertanyakan. Dari interval harga

men

han

. yang sangat tidak signifikan tersebut, dengan demikian terdapat patens

kerugian (termasuk kerugian negara) dengan kisaran Rp 84 tnilhun. Karena
hanya lima trilliun yang diterima oleh negara.

Ditinjau dari segi hukum pidana, khususnya undang-undang tindak
pidana korupsi, maka peristiwa penjualan asset BCA mengandung beberapa
kemungkinan. Pertama, terjadi suatu kesepakatan yang tidak fair dan tak
dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas
publik yang berlaku. Artinya, tindakgpidana korupsi telah terjadi. Kedlua,
terjadli suatu kelalaian besar. Akan tetapi untuk kemungkinan yang kedua.
dalam sebuah lembaga professional seperti BPPN dan lain sebagainya,
kelalaian semacam itu tidak mungkin bisa terjadi.

Andaikata semua atau separuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
dilakukan suatu divestasi dengan model penjualan semacam BCA itu.
maka kita dapat berkata “Negara henar-benar masuk ke dalam lubang
buaya”, Jacli tidak <aja mengatami kebanghrutan sepert istilah yang digunakan
oleh Praclioto dalam berbagai tulisannya.
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Mencoba Menemukan Pemaknaan !(gmpsi

Kasus korupsi yang paling banyak dlbiCi\'m.kZlﬂ orang pada
2004, adalah kasus Buloggate II, saat kasus ini tengah digelar (i Mahkmmg
Agung Republik Indonesia (MA), yang mehbalkan- Ketua Umym Golk,,,.
Akbar Tanjung sebagai terdakwanya. Bahkan sehari sebelum ma '
perkara ini, Prof. Muladi berkomentar pada Harian Suara Merdeka SQ"\lrang
bahwa kasus Buloggate Il merupakan batu-uji sistem peradilan pidany ¢
Indonesia apakah supremasi hukum benar-benar diupayakan untuk
ditegakkan atau tidak. Sebelum perkara tersebut diputus, seandainya dilakuky
voting mengenai prediksi jenis putusan yang bagaimana yang diambil ol
MA pada pertengahan Februari 2004 itu, apakah memvonis bebas ay
menjatubkan pidana, maka barangkali lebih banyak yang menjatuhin
pilihannya, bahwa Tanjung pasti dijatuhi pidana. Terutama setelah ¢y
tingkat pengadiilan di bawah MA, yaitu PN dan PT telah memvonis Tanjung
bahwa ia secara meyakinkan bersalah melakukan korupsi,

Tentu saja penulis tidak bermaksud mengungkit apalagi menilai Putusen
MA tersebut. Karena bagaimana pun juga itu merupakan suatu putusn
Lembaga Tinggi Negara yang legitimate dan kita semua menghormatiny
Seperti komentar Prof, Satjipto Rahardjo, sehari setelah putusan MA b

Harian Suara Mercleka Semarang, bahwa “Putusan MA itu kita hormai.
Tapi hormat bukan berarti setuju”.

awa| tahy

Terlepas dari kasus Buloggate I, putusan-putusan pengadilan y%
memvonis bebas terdakwanya, seperti kasus Dana SWKP di Makasst dan
lain-lain, Jaksa Penuntut seringkali dikalahkan oleh kepiawaian Pengic?”
yang menangani perkara korupsi, Piawai dalam arti yang positif, scb\\.bh',:
1uga tahu bahwa ada juga kepiawaian dalam arti yang negatif. Piawai %
penulis maksud di sini adalah kepiawaian dalam arti yang posiif itu- 1
y )“Sel).n’,a’t contoh, para pengacara yang piawai itu, rmngum.ikan se(k‘{“]‘:::
K“k{‘“"‘.‘“ kasus korupsi, taly sekonyong-konyong ia berkesimpulan. ™ )
perkara itu bukan perkara korupsi melainkan kasus perdata. Atau m‘:lg“;:k

ain dengan cara mengalihkan perhatian Jaks? pens™

r;wnempuh strategi |
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' | . : <1k teiic
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3¢ Karena ingin memenangkan perkara tangy, banyak m:'::"mh.m
ekankan pengamatannya pada unsys 'kml@an e *r‘ n:-ﬁl Mereka
pubungkan dengan perjanjian-per; yang thhubung.-

NJAN yang ber;
. P prvar, b
ini sangat tipis bedanya ant 0 unsur

..\ra sifat perdata dengan i pdananya
Menurut hemat penulis, perbuatan korupsi b

'ra ;
spenyalahgunaan kekuasaan” (abuse of power. P(:::n(:‘: :i:lz
gerugian negara atau tidak hal mana hanyalah sebyahy akibat. Bukan
perarti persoalan “akibat” tidak diperlukan di sjn;. Oleh karena .x;,
Jaksa Penuntut di samping memang perly membuktikan adanya unsu;
kerugian negara, namun yang paling penting harus dibyuktikan secana
dnci dan mendetail adalah penyalahgunaan kekuasaan itu. Sebab
pilamana telah terjadi dan terbukli secara meyakinkan terjadi
penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan, sekalipun tidak/atau kurang
bisa dibuktikan adanya kerugian negara, maka itu beranti terjadi
“percobaan melakukan korupsi®. Sebab menyalahgunakan kekuasaan
berarti terjadi penipuan publik. Masalah percobaan datam tindak pidana
korupsi (seperti halnya tindak pidana ekonomi), dianggap sama dengan
perbuatan yang telah selesai menurut undang-undang. Artinya, si
terdakwa dianggap sama telah melakukan perbuatan korupsi.

Memang setiap undang-undang seringkali ditemukan titik-titik lemah.
Pengacara dan Jaksa Penuntut adalah wajar bila menemukan suatu strategi
untuk memenangkan perkara. Salah satu langkah untuk memperkuat strategi
itu adalah lewat permainan kata-kata tanguage game) dan penelusuran
makna kalimat yang disebut dengan morphology structure. Morphology
structure yang diperkenalkan oleh Milovanovic dalam bukunya A Primer in
The Socilogy of Law (1994), antara lain dikemukakan bahwa “The applica-
tion of doctrinal legal discourse that is structured by a refevant morphologi-
al structure (word meanings) and syntactical structure (linear construc-
tions of narratives and texts) in doing “correct” reasoning in law ™" Jack di

Alam pengorganisasian dan penelusuran makna kata dan k.\hfmt.. struktur
Marpologi sangat penting artinga, termasuk PenROIgANISasian dan

Peielusuran makna korupsi melatu abuse of power .
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kademisi dan praktisi. Hal in_i :Lungk":lir(xj 'f}:’bl':‘:‘" O‘Eh'SUbsmnsi tings
sidana korupsi secan tekstual tida mr:’ lSS kg l‘ gSlfng lubung.m A
; stansi korupsi dan HAM. Padahal korelast keduanya secara k°“‘9h:~,d
cry sangat jelas.
ru.\rumhm Undang-Undang No. ;8 lTahun- 1999 Tgnmng &"V'ﬂe“&i;nh
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, anx,
lain disebutkan: i
“pahwa praktik korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya difay,,
antar-Penyelenggaraan Negara melainkan juga antara Penyﬂmh
Negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi l\ohiduu;
musyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksisteny
negara, sehingga diperlukan landasan hukufm untuk pencegahannyy”.
Landasan filosofis yang tertuang di dalam diktum UU No. 28193,
berakar pada penegasan, bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) i
sangat potensial merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, bahkan bis:
membahayakan eksistensi negara. Hal ini cukup terbukti dan sangx
beralasan. Bukti-bukti secara faktual telah dirasakan oleh masyarakat banzs?
Indonesia, bahwa sejak tahun 1997 di mana KKN cukup merebok ¢
mana-mana hingga sekarang ternyata cukup menyengsarakan rakyx
Katakanlah uang yang dikorup itu adalah uang negara dan hanya dinkm
oleh segelintir orang di ibu kota-ibu kota. Uang negara yang dikony

pada kakekatnya secara tidak langsung terdapat hak-hak masyarakat sebgs
rakyat negara.

_ Oleh karenanya, uang negara yang dirampas oleh orang-orang Y%
tidak bertanggung jawab, secara fidak langsung pula merampas hak-hsd
masyarakat. Karena mereka telah merampas hak-hak masyarakat dene®
cara korupsi, maka itu berarti terjadi juga pelanggaran hak asasi mans=
Sebab dalam setiap rupiah uang milik negara terdapat juga hak @
??-"-’k-“- Masyarakat di sini bukan hanya sekedar warga negard: -
h: o b“f“f" “masyarakat dalam arti sebagai manusia yang ’
"T’fb kekayaan perdata negary”.

h]hw.:":it“r:”i“i’ pertanyaan, bahwa bagaimana kita bisa
milik masyarak \:)(nK)‘ s g i negataifnkus BB
masyaraka: d.m e Keuangan negara ada juga yang best NOU

axan dikembalikan ke masyarakat lagi berdasarkan et b

yang berfa : . b
m& : ):lnku;’ l‘d(::, l?lhlmnq uang ity dikorup, maka itu berart o 5
o.'imsn,‘D;gh:]i d|kemb‘“ik““ dan li(lai( jadi dinikmati k‘xreﬂ“;iL
kot hubomens - PEReRian inilah yang penulis maksudkat

ungan antary kofu‘psi dan HAM Astinya bila u»rjad”‘ o

mengath”
kewan?’
o A3

Bagian T:gaJMMDabmlhwa!n s -

oka di situ t€r jadi juga pelanggaran HAM. Penulisyakin banyak kalangan
yang tidak sepaham dengan pandangan ini. Secara akademik, itu adalah
suaty Yang wajar. Tetapi secara eksepsional pidana, hal ini meltarik
otk dipikirkan bersama.

Korupsi dan Pidana Mati
jika kita perhatikan perilaku korupsi yang demikian parah di Indonesia,
mungkin sudah saatnya kita pertegas strategi pemberantasaanya yang tidak
sekedar bersifat sublimasi. ‘Daﬁpadn sekedar gonta-ganti kebijakan, yang
justru hanya melahirkan suatu ketidakpastian hukum. Sudah saatnya kita
mencontoh pénegasan strategi pemberantasan korupst di Korea Selatan
yang bersamaan dengan Indonesia ditimpa krisis pada tahun 1997. Tetapi
kimi Korsel sudah berhasil keluar dan krisis itu, karena pemberantasan
korupsi di mulai dari atas. Benar-benar mereka memberlakukan asas equality
before the law. Demikian juga di Republik Rakyat Cina. Adakah Pemimpin
di Indonesia yang berani sekaliber dengan Perdana Menten RRC, Zhu
Rongji yang terkenal dengan konsepnya “pesanan 100 peti mayat™?

Pesanan seratus peti mayat itu satu untuk dirinya dan 99 untuk pejabat
pemerintah yang terbukti korupsi. Dengan tindakannya, dia berhasil
membawa China sebagai negara paling aman dalam berinvestasi tKompas.
12 Juni 2004). Atau jika kita ingin yang lebih lunak, kita dapat meminjam
konsep Taverne dari Belanda yang mengatakan “Berikan padaku jaksa dan
hakim yang baik, dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat
putusan yang baik” (Satjipto Rahardjo, Kompas, 12 Juni 2004).

Di Indonesia, korupsi secara legal formal telah diakut sebagai perbuatan

durjana (crimina extra ordinaria), atau perkembangan terakhir muncul konsep

kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) sepert terorisme, kompsi,' e
pelanggaran HAM berat dan sebagainya yang membutuhkan 'Eﬂ‘!ﬂlordma y
Mexsures’ yang memperhitungkan variable-variable due process of Im na-
vonal dofence, victim of crime and intermational peace and ae(‘unt,\'..-

Repotnya di Indonesia bahwa sekalipun konpsi 1 diketahui -
Meminhayakan masyarakat dan negara, tetapi 12ap S L;orum rlw'xn;i,.,,
. political wail pemerintah yang nampak secae fonkrt tdak begitu
s Seringnya pemenintah menggant kebijakan hukum ¢ [Trd.!ng pm‘n'-
Frniasan i:oﬁrpsi tanpa nx*nxmerﬁimngk.m yang sudah ada, justru hm\,‘;
etk an ketidakpastian hukum. Hanya dengai ketegasan pm.x‘x‘rg.m‘
an hisa teraiast dengan by

sangat

(1T ) "
UL ISyarat corrup optimi pessima ak
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penutup

Korupsi di Indonesia nampaknya bukan hanya berskala mery,
(o]

. k
di perekonomian nasional dan masyarakat. Tetapi sudah mefOb(S;\:d
sen

sendi-sendi moral dan etika prinsip-prinsip.p.emerintahzfn. yang bk, Olan
e i sudah saatnya kalangan aknden'nsu dan praktisi hukym bemeh
1 semua komponen bangsa menunjukkan keberanian Memby
2 hukum baru sesuai kebutuhan bangsa, sebagaiman; semagun
am tema sentral Semiloka Nasional ini. Konsey, pedy
keadilan dari PN padang perlu menjadi bahan acuan. %

Tulang punggung pedang keadilan yang berada pada Jaksa Penuny
Umum dan Hakim, perlu langkah-langkah strategis untuk mengyyg
kepiawaian seorang koruptor. Termasuk di antaranya mempertimbangiy,
penjatuhan hukuman mati. Karena ternyata langkah ini sangat efektif uny
mengatasi korupsi di berbagai negara seperti RRC dan Korea Selatan,
sekalipun pidana mati masih memunculkan pro-kontra di kalangan pa
ahli hukum. Sebagai jalan tengah, penjatuhan pidana mati tetap dilakukan
dengan penuh prinsip kehati-hatian.

Tindak pidana korupsi ternyata menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dengan pelanggaran HAM. Karena korupsi bukan hanya sekedar merugikin
keuangan negara, tetapi juga berpotensi- merusak sendi-sendi kehidupn
sosial, seperti hak-hak ekonomi rakyat yang melekat secara tidak langsung
pada hak keperdataan negara.

karen
denga
kembali buday
yang terkandung dal
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Datam mode! pemauan HAM
tidak ada tempat bag! pemaksaan aan domnas
dari satu konsep HAM tertentu di otas yang lam.
{Satjipto Rahardjo, 2004)

tsu tentang HAM tentu akan selalu menarik untuk diperbincangkan.
Apalag: ci tengah masyarakat hita yang semakin krtis dan
berkembang sesua dengan angin perubahan yang terus berhembus
kencang, di mana di dalaminya ada proses penyadaran bahwa HAM
adalah bagian darn individu dalam sebuah socretly.

Kematian tragis seorang pejuang HAM tentu merupakan hal ekstrim
yang memecah kebekuan dalam memperjuangkan ekspektast
masyarakat akan hak-haknya, bahkan bisa menjadi sebuah energi
hebat dalam upaya membuka tabir wilayah HAM sebagai tatanan
yang harus dikenah “pemiliknya”.

Buku ini membawa kita untuk menyelami dunia HAM beserta
beberapa aspeknya yang merupakan bagian dari keberadaan hak
yang melekat secara kodrat pada setiap indwvidu.

Demikian hingga kehadiran buku ini diharapkan menjadi bagian

dalam proses perjuangan dan aktuahisasi masyarakat menuju
kesadaran akan HAM yang dikehendaki.
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